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MOTO

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi,
tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata (kata bijak
Fredrik Ornata)

Tidak peduli apa yang terjadi, atau seberapa buruk kelihatannya hari ini,hidup
terus berjalan, dan itu akan menjadi lebih baik besok (kata bijak Maya Angelou)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
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senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW , karya
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Ayah dan Ibu tersayang,
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penulisan skripsi ini dengan baik.
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RINGKASAN

BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA YANG
BERADA DI LUAR YURISDIKSI POLDA SETEMPAT

(Muhammad Faris Rayhandry Mi’rajurrahman: 2023, 48 hlm)

Upaya paksa yang sering ditemukan dalam penyelesaian kasus pidana, salah
satunya berada pada saat dilakukannya proses penangkapan. Pasal 19 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai batas waktu
penangkapan, yakni tidak boleh lebih dari satu hari. Ketentuan Pasal 19 ayat (1)
tersebut memiliki kesan tegas karena mengamanatkan hal tersebut merupakan suatu
keharusan, bukan opsi yang dapat dikesampingkan dan digantikan dengan yang lain
karena tidak adanya kata “dapat”. Dasar yang paling utama untuk menangkap
seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni harus ada dugaan keras
yang didukung oleh cukup bukti bahwasannya seseorang tersebut telah melakukan
perbuatan pidana. Jika penangkapan lewat dari satu hari sebagaimana diatur dalam
pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah terjadi
pelanggaran hukum yang akibatnya penangkapan tersebut dianggap tidak sah.
Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Permasalahan
kemudian muncul karena pembatasan masa penangkapan yang begitu singkat
tersebut yakni tidak boleh lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau satu
hari, akan menimbulkan kesulitan serta permasalahan dalam prakteknya. Faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhi beratnya batas waktu penangkapan yang harus
dipenuhi pihak kepolisian adalah faktor geografi yang dijumpai pada beberapa
wilayah di Indonesia, seperti Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan. Akan sa ngat sulit
untuk melakukan penangkapan dalam waktu satu hari jika penangkapan dilakukan
pada pulau kecil dan terpencil sedangkan kedudukan penyidik berada di pulau lain
yang harus memakan waktu untuk dapat ditempuh karena harus menyeberangi
lautan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan
1x24 terhadap tersangka yang berada di luar kota. Serta untuk mengetahui apakah
penangkapan yang melampaui batas waktu 1x24 jam dapat dilakukan upaya hukum
praperadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan
dengan tipe penelitian adalah deskriptif, yakni memaparkan gambaran secara
lengkap mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian
dalam skripsi ini yaitu preskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah



pendekatan perundang-undangan (statute approcah) dan pendekatan koseptual
(conceptual aprroach). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan
sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,
yang teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan yang kemudian bahan
hukum tersebut dianalisis dan digunakan yang berkaitan dengan pembahasan pada
penelitian.

Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa :

1. Penangkapan yang dilakukan di dalam kota maupun di luar kota, jauh atau
dekat, dan seberapa pun waktu yang dibutuhkan, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana tidak memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu
terhadap proses penangkapan, maka jangka waktu yang digunakan tetap 1x24
jam atau tidak boleh melebihi 1 hari. Karena itulah jangka waktu penangkapan
yakni 1x24 jam masih menimbulkan permasalahan mengingat kondisi geografi
Indonesia yang masih banyak memiliki wilayah-wilayah terpencil dan sulit
dijangkau dalam waktu kurang dari 1 hari dari ibukota kabupaten yang
umumnya menjadi tempat kantor polisi berdiri.

2. Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang proses
penangkapannya melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni 24 jam, maka akan
berakibat hukum penangkapan tersebut batal demi hukum. Namun jika aparat
penegak hukum masih melanjutkan proses perkaranya, maka tersangka dapat
melakukan upaya untuk membela haknya dengan mengajukan Praperadilan.



Muhammad Faris Rayhandry Mi’rajurrahman. Desember 2023. BATAS WAKTU
PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR
YURISDIKSI POLDA SETEMPAT. Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman.
Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Ertham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan
1x24 terhadap tersangka yang berada di luar kota. Serta untuk mengetahui apakah
penangkapan yang melampaui batas waktu 1x24 jam dapat dilakukan upaya hukum
praperadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat
preskriptif analitis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang meneliti
adanya vague norm terkait batas waktu penangkapan 1x24 jam.

Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Penangkapan yang dilakukan di dalam kota

maupun di luar kota, jauh atau dekat, dan seberapa pun waktu yang dibutuhkan,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kelonggaran atau
perpanjangan waktu terhadap proses penangkapan, maka jangka waktu yang
digunakan tetap 1x24 jam atau tidak boleh melebihi 1 hari. Karena itulah jangka
waktu penangkapan yakni 1x24 jam masih menimbulkan permasalahan mengingat
kondisi geografi Indonesia yang masih banyak memiliki wilayah-wilayah terpencil
dan sulit dijangkau dalam waktu kurang dari 1 hari dari ibukota kabupaten yang
umumnya menjadi tempat kantor polisi berdiri. Kedua, Seseorang yang diduga
sebagai pelaku tindak pidana yang proses penangkapannya melebihi waktu yang
telah ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yakni 24 jam, maka akan berakibat hukum penangkapan tersebut batal demi hukum.
Namun jika aparat penegak hukum masih melanjutkan proses perkaranya, maka
tersangka dapat melakukan upaya untuk membela haknya dengan mengajukan
Praperadilan.

Kata Kuci : Batas Waktu, Penangkapan, Tersangka.
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan
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Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan Negara serta dimaklumi
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